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a- bahwa dalam upaya:peningkatan pelayanar umu''r Lepade
maayaralat khueusnya di hidang p€rijinan yaxg dilaksana&an
oleh hgtensi Pernerrintah, pertu segnra melalsanakan
prenataan tempatllo&aei pelayanan rrnrumrberiitran ssara
tcrpadu/tausatpada eatu tempat (setu atapl

b. bshwa berdasarkan 
"pe.rtimbangan 

setragaimane dimakgud
pade lruruf a s*r'to dalanr raugka tertib odministrflfi dalam
pelaksanaan perrb{"o_ pele-vanan umumrlc[iinan, perlu
membentuk se&retariat Pelayanan Peiiinan satu Atap y"os
ditetapkan dengan Keputusan tsupati

1. Undang.undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang pemerin.
tahan Datcah Katrupateu delam Lingtrurgan Jawa Berat
@erita Negrrra Tahun lgSO Nomor 4$)

2. undang-undang Nornor 29 Tahun li}8g tentang pemerin.
tehan Daerah (Lembaran Negnra Tahun lsgg Nomor 60,
Tarnbahau Lenrbaran Negar.a Nomor SSS0);

3. _u-ndang-undang Nomor 26 Tahun tggg tentang perimbangan
K-euangan ani;ana Pe.merintah Pusat dan Dnerah (Lernbaran
Neg:ara Tehun 1099 Nomru, ?1, Tambahan Lerubaran Negara
Nomor 3848);

4' Peraturan Peme,rintah Nomor B Tahun 10s8 tantang
Koorclingri l(,:gilrtarr Itgtansi ver.tikal di Daerah (Lemberan
l!.e"to Tahun 19E8 Nomcn 10, Tambahan Iembaron Negera
Nomor $$?8);

'r

tl. !ftuutusan Presidsn Nomor 114 Tahun lssg tentang Tata
Ruang Kewesen Bogor - Puncek - Cianjur;

6' Perahrran Menteri Negare Agraria/Kspala Bndnn Pstenahan
Nasi'onal Nomor 2 Tahun 19gg tentang liin Ldaft

l,



leraturan Daeah Nomor 1 Tahun 199? tentang Rencana
'l'ata llueng Wilayah Gtl'tllV) l(abupaten Cianju;

Penaturan Daerah l{abupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998
tentang fqiak Reklame;

Peraturan Daerah Knbupateu Ciaqiu Noms I Tabun 1999
tentang Betribusi ljin Gangguan;

10. Perahuen Dae.rah Kabupaten Ciarjru Nomor 23 Tahun 1999
tentang Betribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nonor 34 Tabun 1999
tentang Retribusi Iiin Peruntukan Penggrrnaan Tanah;

12. Keputusaa Btrpati Kabupaten Cianjtrr Nomor 16 Tahun 1998
tentang Fetunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pqiak
Pengambilan tlan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
dalam l?ilayah Kabupaten Cianjur;

13. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjru Nomq 30 Tahun 1999
tenteng Peleksanaan Peraturan Deereh Kabupatnn Ciaqiur
Nomor 24'Tahun 1999 tentang Retr{buri ljin Peruntukan
PenggunaanTanah

14" Keputusan Bupati Katrupatnn Cianjru Nomor 1Tahun 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28
Tahun 1999 tentang Retribusi ljin MendirikenBangunan;

15. Keputusan Bupati Kabupnten Ciaqiru Nomor 6 Tahun 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah l{abupaten
Cianjur Nomor I Tahun 1999 tenteng Retribusi Iiin
Gangguan.

IfiEMUTUSI(AI.I:

Menetapkan : l(UPU'l'US$l tsUPAl'l 'lUN'l'A$lG fUIVltsl;NffUKA-t{
SEIGETARIAT PEI"AYA}.IA}.I PERIJINAI.I SATU ATAP
I{ABUPATEN CIANJUB.

BAB I
KEIEI{fUA}.I UMUM

Pasal l
alam l(eputwan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daenah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

b. Daerah adalah KabupaCen Ci.niur;

c. Bupati edalah Bupati Cianiu;

d. Se&xetariat Pelayanan Perijinan Satu Atap adalah tempat
kegiatan pelayanan perijinan teupadu yang diselelrggaraeken
oleh bebenaila instansi Pemerintah;

e. Pelayanan perijinan satu atap adalah pelayanan pcrilinan
yang dilaksanatar secara terpadu peda satu tempat/lokasi
oteh beberapa irstansi Pemerintah yang mompxtsas periiinan
s€suai dengan ke.urcaangan masing-maeing.
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BAB II
PEI\IBEI,ITUI(AN SEIGETARIAT PEI"AYAI\IAI\I

PERIJINAI{ SATT' ATAP

Pasal 2

Dengen Keputusan int dibentuk Seloetariat Pelayana"
Perijinan Satu Atap Kabupaten Cianjtu ( Selcetariat PPSA).

Pasal S

(1) Kedudukan Sekretariat PPSA yang dimaksud pada Pasal 2
adalah lembaga kmrdinasi dan merupakan sarana/tempat
pdayanan umumrlcriiinan yang mcmbcrikan bcbcrapa jcnis
pelayanan unumheriiinan kepada masyarakat yang
diselenggeraksn secara teryadu dsri beberapa irstsnsi
Pemerintalr"

(2) Setiap instansi Pemerintah yang memprroscs periiinan
menempatkan petugas pelayanan periiinan ati Selcetariat
Pelayanan Per[iinan Satu Atap.

BAB TII

SUSUNAN ORGANISASI

Pesd 4

(L) Susunan organisasi Sekrctariat Pelayanan Periiinan Satu
Atap adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

2. l(etua

3. Wakil Ketua

4. Sekre.taris

5. Wakil Sekretaris

6. Petugas Sekretariat

7. Anggota Tetap

Bupati Ciaeiur.

liekretaris lJaerah.

Asisten Tata Praja.

Kepala B agian Organisasi.

K.pda Bagian Hukum.

1. Unsur Bagirn Orgenisasi.

9. Unsur unit, kcrja pcrangkat
daerah pemroses penjinan

Pimpinan unit kerja pernroses
pcniinan:

1. I{etuaBAPPEDA
2. Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kcpala Dinas Bangunan
4, Kepala Bagian Perekonomian.
5. Kepala Bapan Ketertiban.

Pimp:nan unit kcrja pcrangkat
daerah terkait dengan pemroseg
penjinatt.

8. Anggota TiCak Tctap

(3) Petugas Selaetariat PPSA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan oleh l(ehra PPSA d€ngan
$tuat T\rgas atas dasar usulan dari pimpinan unit Leria
pcrangkat dacrah pcmroscs pcriiinan.

Pe*e|6..-.
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Pasal s lr"' '"

Serkretariat PPSA nle,lnpunyai tugas melnksauakau pelayanau
informasi perijiaen, penerimaan,. pendaftaran dan
EenyampaiLan kepada unit pemroses periiinan senta memantau
penyeleaian perijinan dan menyarnpaikeu sruat iiin kepada
pemohon seuai dengan pe.raturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB TV

.IEMS PEL{YAI{AI{ UMUM SATU ATAP

Pasal 6

(1) Jenis pelayanan perijinan yang dilayani melalui Sekretariat
Pe-layanan Perijinan Satu Aatap adalah:

a. Ijin Peruntukan PenggunaanTanah (IPPD;

b. Ijin Lclrnsi (IIr);

c. Ijix Mendirikan Bangunan (II\[B]
d, Ijin Undang-undang Ganggranlsurat ljin Tempat Usaha

(HOTSITUI;

e. $urat Ijin Pertamh{u}gen Daerah. (SIPD}.

(2) I'erubahau, penarnbahan atau pengurangan jumlah ienis
pelayanan pada unit; pelayanan perijinan satu atap akan
diatw dan ditetapkan oleh Bupati sesuei dengan kebutuhan
dan &emantlluan Pemerinteh Daerah ser{,a berpedoman
heparia peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TAT.A CARJT PE}riYHLNN.GGAII.tr{N PETAYANAN 

;

PERI JINAN PADA S iq KRFTTARIAT PELAYANAN
PERIJINAN SATU ATAP

:Pasal "l

(f) Untuk memudahkan dalarn pemberian pelayanan pada
Sekretaria0 PPSA, dibuai lokeiiloket layanan yang t€rdiri
dari:
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftarau
c. lnket Pemba-g:a:an;
d- Loket Pengrrnrbilan.

(2) Banyaknya lokei; sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pa.sel
inidisesuaikan dengan tineketkehutuhan dalsni pelayanan. 

i
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Pasal S 
i

g) Inket fufonnrasi be.rfungsi memberikan inforrrasi yang
bcrkaitan clcngan kcgiatan Sclnctariat PPSII scrta
memberikan dataiinformasi mengenai pembangrnan daerah
kepada pemohonlinvestor yang aken meaanamkan
modalnya di.daereh.

(2) I,otet....
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(2) Lo&et pendaftaran berftrngsi menerima peruohonan dan
memeriksa pers5raratan yang ditentukan rtan kemudian bil,a
sudsh lengtap menyampailran kepada i$tansi pemr,oses
periiinan terkeit untuk diproses l€bih lanjuL

(8) Loket pembayaran bertrrngsi sebagai penerima pembayaran
jenis pemrohonan pelayanan"

(a) Lo&et pengambilan berfuagFi menyerahkan surat iiin kepada
pemohon.

Pasal I
(1) Semua jenis peilayanan dilaksanakan oleh inEtansi yang

berqreneng menangani meldui proses pengadrninietrasian
pada loket-loket pelayanan sebagaimana dimaksud pada
Pasel 7 ayat (1).

(2) Dalam pemrrosesaqnya depat dilalukan koodinasi dengan
instand t€rkait sesuai dongan peraturan perundang
undnngnn yangbarlaku.

(3) Bagan ahn pelayanan pada Sekretadat Pelayanan Periiinan
Satu Atap akan diatur kemudian dan merupakan bagian
yang tidak terplsahkan dari Kepuhusan ini"

RAB W

PEI\[BAYARAN

Passl l0
(1) Pembayaran untuk semua j"nis pelayanan dilakukan pada

loket pembayaran sebagaimana dimnksud pada Pasd ?
ayat (1) c.

(9) Dalnm pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi
yeng ditunjuk

BAB VII
PEIIBIAYAAN

Pasal 11

Biaya qerasional S€hetadat Pelayanan Perijinan Satu Atap
dibebrnlran kepada Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KE"IENTUAhI PEI\ITJTUP

Pasal 12

(1) Dengan'ditetepkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Kabtrpaten Cianjur Nomor 582.05/Iftp.885-T.Pera/
1999 taltggul 16 Desernben 1999 tentang Pembentukan'llm
Koordinasi Paanganan Perijinan Investasi, dinyatakan
dicabutdan tidclr berlaku lagi

(t) Hat hsl .,..



: (2) Hal-hal yang belum cukup diatur datam Kqrutusan ini akan
diatu dan ditetaptan lebih tanjut oleh tsupetl i

Pasal lB
Keputusnn ini mulai bertaku Eejak tanggul ditetapkan.

Ditetapkan di Ciaqillr.
paria sgg{

.u' *

IAMIffi

't;,


